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Nama : Rosdiana Selvi Rahmat Wijaya
NIM : 10500112051
Judul :Eketifitas Upaya Mediasi Oleh Hakim dalam Meminimalisir 
Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa
Skripsi dijelaskan tentang efektifitas upaya mediasi oleh hakim dalam 
meminimalisir kasus perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa ini berdasarkan 
pada peraturan dan tinjauan fiqihnya, dibuatdengan tujuan dan harapan untuk
mengetahui bagaimana upaya mediasi yang dilakukan oleh hakim sebagai mediator 
terhadap kasus perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa dan juga untuk 
mengetahui sejauhmana efektiftas mediasi yang dilakukan oleh hakim dalam kasus 
perceraian khususnya di Pengadilan Agama Sungguminasa.
Jenis penelitian ini yaitu penelitian  deskriptif dimana penelitian ini 
menggambarkan secara kualitatif mengenai objek yang dibicarakan  sesuai kenyataan 
yang terjadi di masyarakat dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah 
pendekatan yuridis.Adapun sumberdata penelitian ini bersumber dari data primer dan 
data sekunder, penelitian ini juga berupa field research yakni penelitian lapangan
Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi 
dan dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data yang dilakukan 
denganmenggunakansistem analisis datayang diperoleh dari Pengadilan Agama 
Sunggguminasaselanjutnya akan disajikan secara deskriptif mengenai mediasi 
sebagai salah satu penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan hakim dalam upaya mediasi 
di Pengadilan Agama Sungguminasa telah berusaha mengoptimalkan proses mediasi 
dengan cara berupaya semaksimal mungkin mewujudkan tercapainya perdamaian 
antara suami istri yang hendak bercerai, namun kenyataannya pelaksanaan proses 
mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa belum berjalan maksimal, karenatidak 
ada ketetapan waktu yang dibutuhkan untuk proses mediasi yang relatif singkat, yaitu 
frekuensi proses mediasi. Dalam hal ini, pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama 
Sungguminasa belum efektif dan belum sesuai dengan apa yang diharapkan.
Implikasi dari penelitian ini adalah pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan 
Agama Sungguminasa disarankan kepada hakim dan mediator untuk lebih 




A. Latar Belakang Masalah
Manusia adalah makhluk sosial (zoon politicon) di mana mereka saling 
membutuhkan satu sama lain. Untuk memenuhi kebutuhan kepentingannya, manusia 
mengadakan hubungan satu dengan yang lainnya, dalam melakukan hubungan satu 
sama lain atau bermasyarakat, maka kepentingan dapat bertentangan satu sama lain 
yang menimbulkan perselisihan sehingga diharapkan manusia dapat memelihara 
tingkah laku yang menimbulkan tata tertib dalam hidup bersama tersebut. Apabila 
tidak dipelihara, akan menimbulkan konflik atau sengketa dalam masyarakat.
Sengketa dapat terjadi pada siapa saja. Sengketa dapat terjadi antara individu 
dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan 
kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, 
antara negara satu dengan lainnya. Dengan kata lain sengketa dapat bersifat publik 
maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup nasional maupun 
internasional.
Sengketa yang sering terjadi akibat adanya hubungan timbal balik antara 
manusia yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, sehingga sering kali 
timbul fenomena sosial berupa konflik yang timbul akibat adanya kepentingan yang 
berbeda-beda tersebut. Dengan timbulnya konflik, maka hukum memegang peranan 
2penting dalam konflik tersebut. Akan tetapi, sudah menjadi masalah umum di negara 
mana pun, baik di negara yang sudah maju maupun di negara yang sudah 
berkembang, terdapat banyak kritikan yang ditujukan kepada lembaga peradilan 
dalam menyelesaikan sengketa para pencari keadilan yang sangat banyak dan 
beragam. Di antaranya: Penyelesaian sengketa yang lambat, biaya perkara yang 
mahal, peradilan tidak tanggap, putusan pengadilan sering tidak menyelesaikan 
masalah, kemampuan hakim yang bersifat generalis.1
Sebenarnya masih banyak kritikan yang dapat dideskripsikan, namun dari 
deskripsi yang telah diuraiakan di atas dapat memberikan gambaran bahwa betapa 
kompleksnya permasalahan yang ada di lembaga peradilan tersebut, meskipun 
kedudukan dan keberadaannya sebagai “pressure valve and the last resort” yaitu 
sebagai katup penekan dan jalan penyelesaian terakhir dalam mencari kebenaran dan 
keadilan, hal tersebut dapat mengurangi kepercayaan masyarakat kepada lembaga 
peradilan.
Sistem peradilan diperkirakan tidak akan mampu memenuhi kebutuhan 
masyarakat yang semakin kompleks. Perkiraan ini didasarkan pada fakta-fakta di 
lapangan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dinilai terlalu berlarut-larut,
membutuhkan waktu yang lama, serta tidak menekankan efisiensi dan efektifitas. 
Selain itu putusan pengadilan justru tidak memuaskan para pihak. Asas sederhana, 
                                                          
1Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan
(Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 02
3cepat dan biaya ringan hingga kini masih terkesan sebagai slogan kosong saja. 
Kondisi ini semakin diperburuk dengan kenyataan masih banyaknya perkara yang 
bertumpuk dan belum terselesaikan.
Sebenarnya terhadap pernyataan maupun keluhan tersebut, Mahkamah Agung 
telah mengambil kebijaksanaan untuk mengantisipasinya dengan menerbitkan SEMA 
No.6 tahun 1992 yang menganjurkan agar penanganan dan penyelesaian perkara 
diusahakan selesai dalam tempo 6 (enam) bulan. Anjuran dalam surat edaran tersebut 
dirasa perlu sebagai penekanan pelaksanaan asas peradilan dilakukan dengan 
sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
2004 sebagaimana telah diganti dengan Pasal 2 angka 4 Undang-Undang Nomor 48 
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Selain itu, lembaga yang dimilki
mengalami peningkatan fungsi yaitu lembaga penyelesaian perkara perdata secara 
damai di pengadilan (Dading) yang tidak kalah efektif dengan lembaga ADR dan 
sesuai dengan SEMA No.1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tinngkat 
Pertama Menerapkan Lembaga Damai. Terakhir adalah PERMA No.2 Tahun 2003 
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana Mahkamah Agung memerintahkan 
agar semua hakim yang menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh 
mengusahakan perdamaian. Namun selama ini boleh dikatakan mungkin kurang 
mendapat perhatian dari pihak masyarakat maupun penegak hukum.
4Perdamaian pada dasarnya merupakan salah satu sistem Alternative Dispute 
Resolution (ADR) yang telah ada dalam dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila di 
mana dalam filosofinya disiratkan bahwa asas penyelesaian sengketa adalah 
musyawarah untuk mufakat. Hal tersebut juga tersirat dalam Undang-Undang Dasar 
1945. Hukum tertulis lainnya yang mengatur tentang perdamaian atau mediasi adalah 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada 
penjelasan Pasal 3 menyatakan bahwa “Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas 
dasar perdamaian atau melalui wasit tetap diperbolehkan” sebagaimana telah diganti 
dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dalam Bab XII Pasal 58 sampai Pasal 
61 yang memuat ketentuan diperbolehkannya menyelesaikan sengketa di luar 
pengadilan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya yang 
disepakati para pihak seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian 
dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.
Kemudian keberadaan mediasi tersebut dipertegas lagi dengan Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 
Sengketa dalam Pasal 1 angka 10 bahwa “Alternatif penyelesaian sengketa adalah 
lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang 
disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara 
konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli”. Akan tetapi, Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 1999 ini tidak mengatur dan memberikan defenisi lebih 
5rinci dari lembaga-lembaga alternatif tersebut, sebagaimana pengaturannya tentang 
arbitrase.2
Sengketa yang bersifat perdata adalah suatu perkara perdata yang terjadi 
antara para pihak yang bersengketa didalamnya mengandung sengketa yang harus 
diselesaiakan oleh kedua belah pihak.3 Dalam perkara perdata yang bersifat sengketa, 
minimal ada dua pihak yang saling memperjuangkan kepentingannya. Masing-
masing pihak akan merasa dirinya paling benar dan berhak terhadap apa yang 
disengketakan di mana mereka akan berupaya untuk membuktikan kebenaran dalil-
dalilnya dan melakukan apa saja. Akan tetapi, suatu sengketa perdata yang 
diselesaikan dengan cara perdamaian, diharapkan oleh kedua belah pihak yang 
bersengketa benar-benar dapat berjalan dengan lancar sehingga tidak menimbulkan 
permusuhan dan dapat menumbuhkan kembali hubungan harmonis yang telah ada 
terutama bila sengketa terjadi antarkeluarga.
                                                          
2 Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan
(Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 6,7
3 Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik, (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 
h. 7
6Penyelesaian sengketa dengan cara perdamaian ini dimaksudkan untuk 
mencari jalan keluar agar pihak yang bersengketa  menyelesaikan secara damai,
sesuai dengan firman Allah Q.S.An-Nisaa/4: 35:
   
  
    
    
   
     
     
Terjemahnya
Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah 
seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga 
perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, 
niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui lagi Maha Mengenal.
Selanjutnya proses perdamaian dibuatkan akta perdamaian yang 
ditandatangani oleh para pihak. Dengan ketentuan bahwa para pihak harus mematuhi 
apa yang telah disepakati dalam akta perdamaian tersebut. Jika akta tersebut dibuat di 
luar pengadilan dalam bentuk akta otentik dan akta di bawah tangan, maka perjanjian 
itu mengikat kedua belah pihak dan jika salah satu pihak lalai dalam pelaksanaan 
perjanjian, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. 
Namun jika akta perdamaian dibuat dalam pengadilan atau di muka sidang melalui 
proses mediasi, maka para pihak akan sulit melalaikan apa yang telah diperjanjikan 
karena perdamaian itu mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
seperti suatu putusan perkara biasa. 
7Penyelesaian sengketa melalui perdamaian secara mediasi adalah cara 
penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan 
para pihak dengan di bantu oleh mediator. Mediasi juga merupakan salah satu upaya 
yang dilakukan oleh hakim dalam bidang perdata di pengadilan. Hakim sebagai 
mediator dalam hal ini juga sangat berperan penting, karena hakim merupakan sosok 
yang dapat mewujudkan cita-cita hukum yakni tercapainya keadilan, kemanfaatan 
serta kepastian hukum melalui putusan maupun penetapannya. Mediasi oleh hakim 
merupakan salah satu cara untuk mewujudkan cita-cita hukum tersebut. Mediasi 
adalah cara yang paling beradab untuk menyelesaikan konflik secara efektif, cepat 
dan mampu menjamin kepuasan para pihak yang bersengketa.
Akan tetapi, dalam realitanya mediasi yang dilakukan oleh hakim seringkali 
gagal, sehingga menyebabkan kasus dari tahun ke tahun kian menumpuk. Fakta di 
lapangan juga menunjukkan bahwa hanya sedikit kasus yang berhasil diputus melalui 
mediasi oleh hakim baik di lingkungan pengadilan umum maupun pengadilan agama. 
Seperti data yang telah diperoleh melalui website Pengadilan Agama Sungguminasa 
bahwa dari tahun ke tahun perkara yang berhasil diputus oleh hakim yang tidak 
mencapai kesepakatan perdamaian semakin bertambah, dibandingkan dengan perkara 
yang berhasil mencapai kesepakatan perdamaian melalui mediasi, hal ini terkhusus 
pada kasus perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat.4 Maraknya kasus 
perceraian ini yang seakan-akan menganggap bahwa sebuah ikatan perkawinan itu 
                                                          
4 www.pa-sungguminasa.go.id, (08 Desember 2015).
8bukanlah sebuah hal yang sakral dan harus dipertahankan oleh kedua belah pihak 
dalam hal ini suami isteri, tanpa memikirkan keluarga dan anak-anak mereka. 
Sehingga perselisihan sedikit dalam rumah tangga mereka, yang kemudian langsung 
memasukkan surat gugatan atau surat permohonan cerainya tanpa pertimbangan 
terlebih dahulu. Mediasi yang merupakan wadah untuk mempersatukan dan 
meredahkan perselisihan antara kedua belah pihak suami isteri juga gagal di tempuh. 
Disinilah peran hakim dipertanyakan sebagai sosok yang seharusnya memberikan 
nilai keadilan dan kemanfaatan hukum bagi semua orang. 
Olehnya itu, kehadiran PERMA no.1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban dan kelancaran 
dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. 
Hal ini dapat dilakukan dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses 
mediasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan. Mediasi mendapat kedudukan 
penting dalam PERMA no.1 tahun 2008, karena proses mediasi merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan. Hakim wajib mengikuti 
prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi, bila hakim melanggar atau enggan 
menerapkan prosedur mediasi, maka putusan hakim tersebut batal demi hukum (Pasal 
2 ayat 3 PERMA).
Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan adalah penyempurnaan dan/atau merupakan hasil revisi dari Peraturan 
Mahkamah Agung RI No.2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
9Penyempurnaan tersebut dilakukan Mahkamah Agung karena dalam PERMA No.2 
tahun 2003 ditemukan beberapa masalah, yaitu masih terdapat banyak kelemahan-
kelemahan normatif yang membuat PERMA tersebut tidak mencapai sasaran 
maksimal yang diinginkan, sehingga penerapannya di pengadilan tidak efektif. 
Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA no.1 tahun 2008 sebagai upaya 
mempercepat, mempermurah, dan mempermudah penyelesaian sengketa serta 
memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
Berdasarkan latar belakang terdahulu maka ada beberapa hal yang menjadi 
fokus penelitian ini representatif dan gambaran umum yang akan dijelaskan, sebagai 
upaya untuk menghindari kekeliruan penafsiran pembaca terhadap variabel-variabel, 
atau kata-kata dan istilah-istilah dalam penulisan ini, diantaranya ialah pelaksanaan 
dan penerapan prosedur mediasi dalam pengadilan, khususnya di Pengadilan Agama 
sebagai bentuk implementasi PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan yang menjadi landasan yuridis normatif dalam mewujudkan tercapainya 
cita-cita hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, serta sebagai
upaya mempercepat dan mempermudah penyelesaian sengketa para pihak. Juga 
meneliti peran dan tanggungjawab hakim dalam proses mediasi di Pengadilan Agama 
Sungguminasa, Kabupaten Gowa. Pengadilan yang merupakan lembaga atau wadah 
yang mengusahakan terwujudnya keadilan dan tercapainya kesepakatan perdamaian 
bagi masyarakat yang bersengketa. Olehnya itu, dibutuhkan peran hakim yang 
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sesungguhnya sebagai mediator atau penengah antara para pihak yang bersengketa, 
agar tercapainya kesepakatan mufakat kedua belah pihak. Khususnya sengketa 
perceraian agar tidak sampai pada proses beracara.
C. Rumusan Masalah
Di dalam penulisan skripsi ini, penulis mencoba meneliti mengenai 
“Efektifitas Upaya Mediasi Oleh Hakim dalam Meminimalisir Kasus Perceraian di 
Pengadilan Agama Sungguminasa”. Olehnya itu penulis merumuskan masalah 
sebagai berikut:
1. Bagaimanakah peran hakim dalam upaya mediasi di Pengadilan Agama 
Sungguminasa ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan mediasi perceraian yang dilakukan oleh hakim di 
Pengadilan Agama Sungguminasa ?
D. Kajian Pustaka
Dalam judul skripsi Upaya Mediasi Oleh Hakim Dalam Meminimalisir Kasus 
Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa, Kabupaten Gowa dari hasil 
penelusuran yang telah dilakukan maka di temukan beberapa literatur yang menjadi 
acuan dalam skripsi ini, diantaranya:
1. Kamus hukum lengkap yang memberikan penjelasan tentang defenisi dari 
suatu istilah atau bahasa hukum.
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2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa.
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur 
Mediasi di Pengadilan, dimana peraturan ini dimaksudkan untuk 
memberikan kepastian, kelancaran dan ketertiban dalam proses 
mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. 
4. Buku yang berjudul Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di 
Pengadilan yang ditulis oleh Nuraningsih Amriani, SH., M.H. dalam buku 
ini memberikan gambaran tentang alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, 
negosiasi, konsiliasi dan litigasi, dengan meletakkan tekanan utama pada 
pembahasan Mediasi.5 Kemudian membahas mediasi dalam sistem hukum 
Indonesia dan perundang-undangan yang ada. Lebih lanjut dibahas pula 
mengenai potensi pengembangannya serta analisis PERMA No.1 Tahun 
2008 dan hambatan penerapannya.
5. Dan juga buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Syahrizal Abbas yang berjudul 
MEDIASI Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum 
Nasional. Dalam buku ini dipaparkan secara komprehensif apa yang 
dimaksud dengan mediasi, keterampilan apa yang harus dimiliki oleh 
seorang mediator, bagaimana batasan dan pelaksanaan mediasi dalam 
perspektif hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional.
                                                          
5 Nuraningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan
(Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Sebagaimana diketahui bahwa suatu karya ilmiah mempunyai tujuan dan 
kegunaan yang hendak dicapai oleh penulisnya, demikian halnya dengan penelitian 
ini mempunyai tujuan dan kegunaan. 
Tujuannya adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui bagaimana upaya mediasi yang dilakukan oleh hakim 
sebagai mediator terhadap kasus perceraian di Pengadilan Agama 
Sungguminasa.
2. Untuk mengetahui sejauhmana efektifitas mediasi yang dilakukan oleh hakim 
dalam menyelesaikan kasus perceraian khususnya di Pengadilan Agama 
Sungguminasa.
Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:
1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pengetahuan tentang 
upaya mediasi yang dilakukan oleh hakim di Pengadilan Agama.
2. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran kepada masyarakat umum 
tentang proses mediasi di Pengadilan Agama dalam mengurangi angka 
perceraian dan mengutamakan perdamaian.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi maupun 





A. Pengertian Mediasi, Mediator Dan Perdamaian
1. Mediasi
Mediasi merupakan alternatif penyeleseaian sengketa atau biasa di kenal 
dengan istilah “mekanisme alternatif penyelesaian sengketa” yang merupakan 
terjemahan dari “alternative dispute resolution”1 yang tumbuh pertama kali di 
Amerika Serikat. Mediasi ini lahir dilatarbelakangi oleh lambannya proses 
penyelesaian sengketa di pengadilan, oleh karena itu mediasi ini muncul sebagai 
jawaban atas ketidakpuasan yang berkembang pada sistem peradilan yang bermuara 
pada persoalan waktu, biaya dan kemampuannya dalam menangani kasus yang 
kompleks. Padahal di nusantara telah lama dipraktekkan tentang penyelesaian 
sengketa melalui musyawarah. Istilah khusus di pengadilan disebut mediasi.
Para ilmuan berusaha mengungkap secara jelas makna mediasi dalam 
berbagai literatur ilmiah melalui riset dan studi akademik. Para praktisi juga cukup 
banyak menerapkan mediasi dalam praktik penyelesaian sengketa. Perguruan tinggi, 
lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan berbagai lembaga lain cukup banyak 
menaruh perhatian pada mediasi ini. Namun, istilah mediasi tidak mudah 
didefinisikan secara lengkap dan menyeluruh, karena cakupannya cukup luas. 
                                                          
1 Alan. M Stevens “Kamus Bahasa Inggris” (Jakarta: Mizan, 2004)
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Mediasi tidak memberikan suatu model yang dapat diuraikan secara terperinci dan 
dibedakan dari proses pengambilan keputusan lainnya.2
Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia kata mediasi diberi arti sebagai 
proses pengikutsertaan  pihak ketiga dalam penyelesaian suatu permasalahan sebagai 
penasihat.3 Pengertian mediasi yang diberikan Kamus Besar Bahasa Indonesia 
mengandung tiga unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian 
perselisihan atau sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang 
terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak 
yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut 
bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan  apa-apa dalam 
pengambilan keputusan.
Menurut Tolberg dan Taylor, yang di maksud dengan mediasi adalah suatu 
proses sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk  mencari 
alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka4
Adapun pengertian mediasi menurut Perma nomor 01 tahun 2008, yang 
tercantum dalam pasal 1 butir 7 menyebutkan bahwa pengertian mediasi adalah cara 
penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan 
                                                          
2 Gator Sumartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, (Jakarta:PT.Gramedia Pustaka 
Utama, 2006), h. 119.
3 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Cet Ke-17; Jakarta: Balai 
Pustaka, 2002), h. 640.
4 H. Abdul Maman, Penereapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama
(Jakarta: Prenada Media, 2005). H. 175
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para pihak dengan dibantu oleh mediator.5 Mediasi dalam proses peradilan bersifat 
wajib, semua sengketa perdata wajib mediasi kecuali: Sengketa Niaga, Pengadilan 
Hubungan Industrial, Keberatan atas Putusan BPSK dan KPPU.6 Mediasi diwajibkan 
pada hari sidang pertama yang dihadiri para pihak.7 Tidak ditempuhnya proses 
berdasarkan PERMA ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 
HIR/154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.8
2. Mediator
Mediator adalah pihak ketiga yang posisinya netral dan tidak memihak kepada 
salah satu pihak, masuk dan melibatkan diri kedalam sengketa yang sedang 
berlangsung guna membantu dan memfasilitasi para pihak dalam menyelesaikan 
sengketa itu secara damai.9 Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 
Tahun 2008 “Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses 
perundingan dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa 
menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.”
                                                          
5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan
6 Lihat Pasal 4 Perma No.1 tahun 2008
7 Pasal 7 Perma No. 1 tahun 2008
8 Pasal 2 ayat (3) Perma No. 1 tahun 2008
9 D.Y Witanto, HUKUM ACARA MEDIASI Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan 
Umum dan Peradilan Agama, (Cetakan kedua; Bandung: Alfabeta, CV, 2012), h. 87
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Adapun syarat dan kualifikasi yang dianggap kompoten bertindak 
melaksanakan fungsi sebagai mediator adalah:10
 Pada asasnya setiap mediator bersertifikat,
 Kecuali di wilayah hukum pengadilan tingkat pertama tidak ada mediator 
terdaftar bersertifikat, hakim tanpa sertifikat boleh menjadi mediator,
 Sertifikat diperoleh dari pelatihan oleh lembaga yang terakreditasi oleh MA 
RI (Pasal 5).
Dalam Perma Nomor 01 tahun 2008 tidak memberikan pembatasan tertentu, 
tidak mengatur larangan atau pembatasan hubungan keluarga atau pekerjaan antara 
mediator dengan pihak yang bersengketa, hal itu bisa menimbulkan pertanyaan, 
antara seseorang yang mempunyai hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan 
salah satu pihak yang bersengketa, dapat disepakati bertindak sebagai mediator, 
selama yang bersangkutan dapat bersikap netral dan imparsial, tidak menjadi 
masalah. Apabila para pihak sepakat, juga tidak menjadi masalah meskipun mediator 
tersebut mempunyai hubungan kerja dengan salah satu pihak.
Patokannya adalah kesepakatan para pihak, bukan pada faktor hubungan 
darah atau pekerjaan. Siapapun dapat bertindak sebagai mediator asal para pihak 
sepakat dan orang tersebut memiliki sertifikat mediator. Namun demikian, pemilihan 
                                                          
10https://www.mahkamahagung.go.id/images/uploaded/IMPLEMENTASI_MEDIASI.ppt
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mediator seperti itu, lebih baik dihindari karena potensial mengandung pertentangan 
kepentingan.11
Dalam acara mediasi adalah “beyond the law”, yakni menggeser hukum 
dengan mencari “apa tujuan atau kepentingan” para pihak. Jadi dalam mediasi 
bagaimana kepentingan para pihak bisa terakomodasikan. Agar kepentingan para 
pihak bisa terakomodasikan, maka perundingan berdasarkan kepentingan dimulai 
dengan mengembangkan dan menjaga hubungan baik para pihak. Peran mediator 
adalah bagaimana ia dapat membangun komunikasi yang baik diantara para pihak, 
selanjutnya mengoptimalkan pemberdayaan masing-masing pihak dengan 
mengajukan tawaran atau pilihan-pilihan yang dapat mengakomodasikan kepentingan 
kedua pihak.
3. Perdamaian
Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara adalah 
sejalan dengan tuntutan ajaran Islam. 
Ketentuan ini adalah sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-
Hujurat/49 ayat 9 sebagai berikut:
   
  
    
                                                          
11 M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.247
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   
   
    
     
  
   
    
  
Terjemahnya:
“Jika dua golongan orang beriman bertengkar maka damaikanlah mereka, 
perdamaian itu hendaklah dilakukan dengan adil dan benar, sebab Allah sangat 
mencintai orang yang berlaku adil.”12
Lembaga perdamaian merupakan salah satu lembaga yang sampai sekarang 
dalam praktek peradilan telah banyak mendatangkan keuntungan baik bagi hakim 
maupun bagi pihak-pihak yang bersengketa.
Dalam Pasal 1851 KUHPerdata dikemukakan bahwa:
Perdamaian adalah suatu persetujuan dimana kedua belah pihak 
menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu 
sengketa yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu sengketa.
Kemudian dalam pasal 130 HIR dan 154 Rbg disebutkan bahwa jika hari 
persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara hadir dalam 
persidangan, maka ketua majelis hakim berusaha mendamaikan pihak-pihak yang 
                                                          
12 Abdul Manan, Peranan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta: 
Yayasan Al-Hikmah Jakarta, 2001), h. 151
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bersengketa tersebut. Jika dapat dicapai perdamaian maka pada hari persidangan hari 
itu juga dibuatkan putusan perdamaian dan kedua belah pihak dihukum untuk 
menaati persetujuan yang telah disepakati itu.13
B. Tujuan Mediasi
Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di 
luar pengadilan. Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara 
para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparsial. Mediasi dapat 
mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan 
lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah 
pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang 
dikalahkan (win-win solution). Dalam mediasi para pihak yang bersengketa pro aktif 
dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak 
memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para 
pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.
Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak 
mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama penyelesaian sengketa adalah 
                                                          
13 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta: 
Yayasan Al-Hikmah Jakarta, 2001), h. 108
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keinginan dan itikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. 
Keinginan dan itikad baik ini, kadang-kadang memerlukan pihak ketiga dalam 
perwujudannya. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang 
melibatkan pihak ketiga.14
Menyelesaikan suatu pertentangan yang timbul disebabkan sengketa perdata 
dengan keputusan pengadilan sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai cara yang 
paling tepat menyelesaikan suatu sengketa atau sengketa perdata dengan keputusan 
pengadilan harus dipandang sebagai cara yang formal saja sekedar lebih terpuji 
daripada menghakmi sendiri.15
Sedangkan tujuan penyelesaian konflik melalui mediasi adalah:16
a. Menghasilkan suatu rencana atau kesepakatan ke depan yang dapat diterima 
dan dijalankan oleh para pihak yang bersengketa.
b. Mempersiapkan para pihak yang bersengketa untuk menerima konsekuensi 
dari keputusan-keputusan yang mereka buat.
c. Mengurangi kekhawatiran dan dampak negatif lainnya dari suatu konflik 
dengan cara membantu pihak yang bersengketa untuk mencapai 
penyelesaian secara consensus.
                                                          
14 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum 
Nasional (Jakarta:Kencana, 2009), h. 24-25
15 Victor M Situmorang, Perdamaian dan Perwasitan dalam Hukum Acara Perdata (Jakarta: 
PT Rineka Cipta, 1993), h. 16
16 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama (Cet.V; 
Jakarta: Kencana, 2008), h. 176
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Keuntungan dari penyelesaian sengketa melalui mediasi:17
a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat dan biaya 
murah.
b. Hasil-hasil yang didapatkan akan memuaskan para pihak karena keputusan 
yang diambil berdasarkan mufakat para pihak.
c. Kesepakatan yang diperoleh bersifat secara komprehensif karena tidak hanya 
masalah hukum saja tapi juga menyangkut masalah di luar hukum.
d. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan control 
terhadap proses dan hasilnya.
e. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir 
selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan 
hakim di pengadilan.
C. Dasar Hukum Mediasi
Telah dijelaskan berbagai ketentuan di dalam al-Qur’an antara lain yang 
terdapat dalam Q.S.An-Nisaa/4 ayat 35:18
   
  
                                                          
17Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional
(Jakarta: Kencana 2009), h. 26 
18 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 
2002)
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    
    
   
     
   
Terjemahnya: 
Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah 
seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga 
perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, 
niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui lagi Maha Mengenal.
Jika kamu wahai orang-orang yang bijak dan bertakwa, khususnya penguasa, 
khawatir akan terjadinya persengketaan antara keduanya, yakni menjadikan suami 
dan istri masing-masing mengambil arah yang berbeda dengan arah pasangannya 
sehingga terjadi perceraian, maka utuslah kepada keduanya seorang hakam juru 
damai yang bijaksana untuk menyelesaikan kemelut mereka dengan baik. Juru damai 
itu sebaiknya dari keluarga laki-laki, yakni keluarga suami dan seorang hakam dari 
keluarga perempuan, yakni keluarga istri, masing-masing mendengar keluhan dan 
harapan anggota keluarganya. Jika keduanya, yakni suami dan istri atau kedua hakam 
itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada 
keduanya, yakni suami istri itu. Ini karena ketulusan niat untuk mempertahankan 
kehidupan rumah tangga merupakan modal utama menyelesaikan semua problema 
keluarga. Sesungguhnya Allah sejak dahulu hingga kini dan akan datang Maha 
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Mengetahui segala sesuatu lagi Maha Mengenal sekecil apa pun termasuk datak-detik 
kalbu suami istri dan para hakam itu.19
Q.S An-Nisaa/4 ayat 114:
      
    
    
     
   
    
     
Terjemahnya:
“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-
bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat 
ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia, dan barang siapa yang 
berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi 
kepadanya pahala yang besar.”
Maknanya adalah tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan 
manusia dan perbincangan mereka apabila tidak mengandung kebaikan padanya 
karena boleh jadi hal tersebut tidak ada manfaatnya seperti memperbanyak 
                                                          
19 M.Quraish Shihab, TAFSIR AL-MISBAH Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Vol 2, 
(Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 433.
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perbincangan yang mubah, maupun keburukan atau mudarat yang murni seperti 
perkataan yang diharamkan dengan berbagai macamnya.
Kemudian Allah SWT memuji “kecuali orang yang menyuruh manusia 
mengadakan perdamaian diantara manusia”, yakni tidaklah dikatakan perdamaian 
kecuali yang terjadi diantara dua orang yang bersengketa dan bermusuhan. 
Permusuhan, pertikaian dan rasa benci menimbulkan keburukan dan perpecahan yang 
tidak dapat terhingga. Oleh karena itu, syariat menganjurkan perdamaian diantara 
manusia pada hak darah, harta, kehormatan bahkan masalah agama. Sebagaimana 
firman Allah (artinya):
“Berpegang teguhlah kalian dengan tali (agama) Allah yang kuat dan janganlah saling 
berpecah belah”,
Dan juga firmanNya:
“Apabila ada dua kelompok diantara kaum yang beriman berpegang maka 
damaikanlah mereka berdua, dan tapi kalau yang satu melanggar perjanjian itu 
terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai 
surut kembali pada perintah Allah”.
Q.S An-Nisaa/4 ayat 128:
    
   
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   
   
    
    
  …    
Terjemahnya:
“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari 
suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang 
sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun 
manusia itu menurut tabiatnya kikir…”
Dimulainya ayat ini dengan tuntutan jika seorang wanita khawatir akan 
nusyuz, mengajarkan setiap muslim dan muslimah agar menghadapi dan berusaha 
menyelesaikan problem begitu tanda-tandanya terlihat atau terasa, dan sebelum 
menjadi besar dan sulit diselesaikan. Perdamaian harus dilaksanakan dengan tulus 
tanpa pemaksaan. Jika ada pemaksaan, perdamaian hanya merupakan nama, 
sementara hati akan semakin memanas hingga hubungan yang dijalin sesudahnya 
tidak akan langgeng. Ayat diatas menekankan sifat perdamaian itu, yakni perdamian 
yang sebenarnya, yang tulus sehingga terjalin lagi hubungan yang harmonis yang 
dibutuhkan untuk kelanggengan hidup rumah tangga.
Firmany-Nya: Tidak mengapa bagi keduanya mengadakan antar keduanya 
perdamaian. Redaksi ini mengisyaratkan bahwa perdamaian itu hendaknya dijalin
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dan berlangsung antar keduanya saja, tidak perlu melibatkan atau diketahui orang 
lain. Bahkan jika dapat orang dalam rumah pun tidak mengetahuinya.20
Q.S Al-Hujurat/49 ayat 9:
...  
   
    
   
Terjemahnya:
“…damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku 
adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.”
Ayat ini diturunkan berkenaan dengan suatu masalah yang terjadi antara dua 
golongan dari orang-orang mukmin. Jika berbuat aniaya atau berbuat melewati batas 
salah satu dari kedua golongan itu terhadap golongan yang lain maka perangilah 
golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali, artinya rujuk 
kembali kepada perintah Allah, kepada jalan yang benar. Jika golongan itu telah 
kembali kepada perintah Allah maka damaikanlah antara keduanya dengan adil yaitu 
dengan cara pertengahan. Dan berlaku adillah atau bersikap jangan memihak. 
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.
                                                          
20 M.Quraish Shihab, TAFSIR AL-MISBAH Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Vol 2, 
(Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 604.
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Ayat di atas memerintahkan untuk melakukan ishlah sebanyak dua kali. 
Tetapi yang kedua dikaitkan dengan kata ( ﺎﺑاﻌﻟلد ) dengan adil. Ini bukan berarti 
perintah ishlah yang pertama tidak harus dilakukan dengan adil, hanya saja pada yang 
kedua itu ditekankan lebih keras lagi karena yang kedua telah didahului oleh tindakan 
terhadap kelompok yang enggan menerima ishlah yang pertama. Dalam menindak itu 
bisa jadi terdapat hal-hal yang menyinggung perasaan atau bahkan mengganggu fisik 
yang melakukan ishlah itu, sehingga jika ia tidak berhati-hati dapat saja lahir 
ketidakadilan dari yang bersangkutan akibat gangguan yang dialaminya pada upaya 
ishlah yang pertama. Dari sini ayat di atas menyebut secara tegas perintah berlaku 
adil itu.21
Q.S Al-Hujurat/49 ayat 10:
   
    
   
    
Terjemahnya:
“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah 
antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah, supaya kamu mendapat 
rahmat.”
                                                          
21 M.Quraish Shihab, TAFSIR AL-MISBAH Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Vol 13, 
(Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 245.
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Ayat ini merupakan kelanjutan sekaligus penegasan perintah dalam ayat 
sebelumnya untuk mendamaikan kaum Mukmin yang bersengketa. Ayat ini 
menjelaskan bahwa setiap muslim itu bersaudara dengan muslim lainnya. 
Persaudaraan itu di ibaratkan dengan satu tubuh, apabila salah satu tubuh sakit maka 
yang lain juga merasakannya. Bahkan apabila perselisihan tidak terelakkan, maka kita 
tidak diperbolehkan sesama muslim selama tiga hari.
Ayat di atas mengisyaratkan dengan sangat jelas bahwa persatuan dan 
kesatuan, serta hubungan harmonis antar anggota masyarakat kecil atau besar, akan 
melahirkan limpahan rahmat bagi mereka semua. Sebaliknya, perpecahan dan 
keretakan hubungan mengundang lahirnya bencana buat mereka, yang pada 
puncaknya dapat melahirkan pertumpahan darah dan perang saudara.22
Adapun hadits yang menyebutkan kata perdamaian (mediasi) seperti terlihat 
pada riwayat sebagai berikut :
ﺣﺎﻨﺛد ﺪﺑﻋ ﮫﻟﻠا ﻦﺑ ﺚﺮﺎﺣﻠا ﻦﻋ ﻦﺑا ﺞﯿﺮﺠ ﻞﺎﻘ ﻞﺎﻘ ﻲﻠ ﻦﺎﻤﯿﻠﺴ ﻦﺑ ﺴﻮﻤﻰ ﺎﻨﺜﺪﺤ ﻊﻔﺎﻨ ﻦأ 
ﻦﺒا ﺮﻤﻋ ﺎﻜﻦ ﻞﻮﻘﯿ ﻦإ ﻞﻮﺴﺮ ﮫﻠﻠا ﻰﻠﺼ ﮫﻠﻠا ﮫﯿﻠﻋ ﻢﻠﺴﻮ ﻞﺎﻘ اﻮﺸﻔأ ﻢﻼﺴﻠا اﻮﻤﻌﻄأﻮ 
ﻢﺎﻌﻂﻠا اﻮﻨﻮﻜﻮ ﺎﻨاﻮﺨإ ﺎﻤﻜ ﻢﻜﺮﻤأ ﮫﻠﻠا ﺰﻋ ﻞﺠﻮ
Artinya:
Menceritakan kepada kami Abdullah bin al-harits dari Ibnu Juraij berkata: 
“Berkata kepadaku Sulaiman bin Musa menceritakan kepada kami Nafi’ bahwa 
                                                          
22 M.Quraish Shihab, TAFSIR AL-MISBAH Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Vol 13, 
(Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 249.
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Ibnu Umar ada berkata: “Sebarkanlah perdamaian, dan berilah makan (kepada 
yang memerlukan), dan jadilah kalian semua saling bersaudara sebagaimana 
Allah Azza wa Jalla memerintah kalian semua” (HR. Ahmad, dalam kitab Baqi 
Musnad al-Mukatstsirin min ash-Shabah, No.6161).23
Rasulullah telah menerangkan bahwasanya Allah memerintahkan untuk 
menyebarkan perdamaian, memberi makan kepada yang memerlukan dan menjalin 
persaudaraan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits tersebut untuk meneggakkan 
keadilan dengan menyebarkan perdamaian diantara sesama saudara, agar terjalin 
persaudaraan yang jauh dari permusuhan.
Selain itu mediasi juga diatur dalam berbagai aturan hukum yang terdapat 
dalam peraturan perundang-undangan, antara lain Mahkamah Agung telah 
mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan 
Tingkat Pertama untuk Menerapkan Lembaga Damai, sebagaimana yang 
diamanatkan dalam HIR pasal 130 dan Rbg pasal 154 yang telah mengatur lembaga 
perdamaian, dimana “Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang 
bersengketa sebelum sengketanya diperiksa”.
SEMA No.1 tahun 2002 ini kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi, sebagai 
penggantinya yang merupakan penyempurnaan surat edaran tersebut adalah Peraturan 
mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
Alasan lahirnya Perma Nomor 2 tahun 2003 ini dapat disimak dari konsiderannya 
bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beacara di pengadilan dapat menjadi 
                                                          
23 Ibnu Majah, kitab al-Ath’imah, No. 3243
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salah satu instrument yang efektif mengatasi kemungkinan penumpukan sengketa di 
pengadilan.24 Perma Nomor 2 tahun 2003 tersebut diganti oleh Peraturan Mahkamah 
Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang berlaku 
sejak ditetapkan yaitu tanggal 31 Juli 2008. Alasan dicabutnya Perma Nomor 2 tahun 
2003 dan digantikan dengan Perma Nomor 1 tahun 2008, karenanya ternyata 
ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari Perma Nomor 2 tahun 2003 
itu sendiri, serta untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses 
bersengketa di pengadilan.
Selain itu Mediasi atau Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan 
juga diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase 
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
D. Tahap-Tahap Proses Mediasi
1. Tahap Pra Mediasi
Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri kedua belah pihak, hakim 
mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Ketidakhadiran pihak turut 
tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi. Hakim melalui kuasa hukum atau 
langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau 
efektif dalam proses mediasi. Hakim wajib menunda proses persidangan perkara 
untuk memberikan kesempatan para pihak menempuh proses mediasi. Hakim wajib 
                                                          
24 I Made Sukadana, Mediasi Peradilan (Jakarta:Prestasi Pustaka, 2012), h. 18
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menjelaskan prosedur mediasi sesuai PERMA No.1 Tahun 2008 ini kepada para 
pihak yang bersengketa. (Pasal 7 PERMA No.1 Tahun 2008).
Para pihak berhak memilih mediator diantara pilihan-pilihan berikut.25
a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan.
b. Advokad atau akademisi hukum.
c. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau 
berpengalaman dalam pokok sengketa.
d. Hakim majelis pemeriksa perkara.
e. Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau gabungan 
butir b dan d, atau gabungan butir c dan d.
Jika dalam sebuah proses mediasi terdapat lebih dari satu orang mediator, 
pembagian tugas mediator ditentukan dan disepakati oleh para mediator sendiri. 
(Pasal 7 PERMA No.1 Tahun 2008). Setelah para pihak hadir pada hari sidang 
pertama, hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama dua hari 
kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang 
mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator bukan hakim. Jika setelah 
jangka waktu maksimal, yaitu dua hari, para pihak tidak dapat bersepakat memilih 
mediator yang dikehendaki, maka para pihak wajib menyampaikan kegagalan mereka 
memilih mediator kepada ketua majelis hakim. Setelah menerima pemberitahuan para 
                                                          
25 Nuraningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan
(Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 148
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pihak tentang kegagalan memilih mediator, ketua majelis hakim segera menunjuk 
hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama 
untuk menjalankan fungsi mediator. (Pasal 11 PERMA No. 1 Tahun 2008).
Dalam hal mediator sudah ditunjuk, selanjutnya majelis hakim 
memberitahukan mediator yang ditunjuk melalui salinan 
gugatan/permohonan/perlawanan kemudian memerintahkan para pihak untuk 
menemui mediator yang ditunjuk guna memusyawarahkan jadwal mediasi. Majelis 
hakim akan menunda sidang empat belas hari unntuk memberi kesempatan kepada 
para pihak untuk menempuh proses mediasi yang dibantu oleh mediator dan apabila 
dianggap perlu dapat diperpanjang pada sidang berikutnya.Para pihak wajib 
menempuh proses mediasi dengan itikad baik. Salah satu pihak dapat menyatakan 
mundur dari proses mediasi jika pihak lawan menempuh mediasi dengan itikad tidak 
baik. (Pasal 12 PERMA No.1 Tahun 2008).
2. Tahap Mediasi
Dalam waktu paling lama lima hari kerja setelah para pihak menunjuk 
mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara 
kepada satu sama lain dan kepada mediator. Dalam waktu paling lama lima hari kerja 
setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan 
resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.
33
Pelaksanaan mediasi haruslah dilakukan ditempat atau ruangan khusus 
mediasi Pengadilan kecuali para pihak menghendaki lain apabila mediator bukan dari 
hakim. Pada hari pelaksanaan mediasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak terlebih 
dahulu mediator harus melakukan hal-hal sebagai berikut:26
a. Memperkenalkan diri dan menjelaskan posisinya sebagai pihak yang netral,
b. Menjelaskan pentingnya mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian 
sengketa atau perkara,
c. Menjelaskan bahwa mediator hanya memfasilitasi pertemuan, tidak 
memaksa atau menjadi pemutus,
d. Membuat kesepakatan biaya mediasi dalam hal mediator adalah bukan 
hakim pengadilan,
e. Menjelaskan tahapan-tahapan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi,
f. Menyusun jadwal mediasi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak,
g. Menyusun aturan main yang harus disepakati seperti tidak boleh saling 
menyelah pembicaraan pihak lain, tidak boleh saling menyerang dan tidak 
dibenarkan menerima telepon atau pesan via ponsel.
Proses mediasi diawali dengan identifikasi masalah yang termuat dalam 
gugatan, untuk itu mediator memberi kesempatan kepada kedua pihak yang hadir 
untuk menyiapkan resume perkara baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian pada 
                                                          
26 Abdul Razak Ahmad, Pedoman Teknis Pelaksanaan Mediasi Pengadilan Agama Wilayah 
Hukum Pengadilan Tinggi Agama Kendari (Kendari: PTA Kendari, 2010), h. 7
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hari dan tanggal yang telah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan pengggugat dan 
tergugat, maka penggugat menyampaikan atau membacakan resumenya dan 
dilanjutkan dengan penyampaian resume dari tergugat atau kuasa hukumnya.27
Proses mediasi berlangsung paling lama empat puluh hari kerja sejak mediator 
dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim. Atas dasar 
kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama empat 
belas hari kerja sejak berakhir masa empat puluh hari. Jika diperlukan dan atas dasar 
kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan 
menggunakan alat komunikasi. (Pasal 13 PERMA No.1 Tahun 2008).
3. Tahap Akhir Mediasi
a. Mencapai Kesepakatan
Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan 
bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan 
ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Jika dalam proses mediasi para pihak 
diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan 
atas kesepakatan yang dicapai sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, 
mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada 
kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak bisa dilaksanakan atau 
yang memuat itikad tidak baik. Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim 
                                                          
27 Abdul Razak Ahmad, Pedoman Teknis Pelaksanaan Mediasi Pengadilan Agama Wilayah 
Hukum Pengadilan Tinggi Agama Kendari, h. 8
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untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Kesepakatan perdamaian harus
memuat klausula pencabutan gugatan atau klausula yang menyatakan perkara telah 
selesai.
b. Tidak Mencapai Kesepakatan
Jika setelah batas waktu maksimal 40 (empat puluh) hari kerja para pihak 
tidak mampu menghasilkan kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis 
bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim. 
Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan 
perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. Pada tiap tahapan pemeriksaan 
perkara hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau 
mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. Upaya perdamaian 
berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak hari para pihak 
menyampaikan keinginan berdamai kepada hakim pemeriksa perkara yang 
bersangkutan.
E. Kerangka Konseptual
Kerangka Konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara 
konsep satu terhadap konsep yang lainya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka 
konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar 
tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu / 
teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan dibab tinjauan 
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pustaka atau kalau boleh dikatakan oleh penulis merupakan ringkasan dari tinjauan 
pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti.
Kerangka konseptual diharapkan akan memberikan gambaran dan 
mengarahkan asumsi mengenai variabel-variabel yang akan diteliti. Kerangka 
konseptual diperoleh dari hasil sintesis dari proses berpikir deduktif (aplikasi teori) 
dan induktif (fakta yang ada, empiris), kemudian dengan kemampuan kreatif-inovatif, 
diakhiri dengan konsep atau ide baru yang disebut kerangka konseptual.
Pelaksanaan Mediasi Perceraian oleh 
Hakim di Pengadilan Agama 
Sungguminasa
- Pra mediasi,
- Tahap mediasi, dan
- Tahap akhir mediasi.
Peranan Hakim dalam Upaya Mediasi 
di Pengadilan Agama Sungguminasa
- Tugas hakim sebagai mediator,
- Fungsi hakim dalam mediasi, 
dan




Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang 
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi 
Terwujudnya upaya mediasi yang menghasilkan kesepakatan perdamaian 
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa yang mempertegas keberadaan medasi dalam Pasal 1 angka 
10 bahwa “Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa 
atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian 
sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi 
atau penilaian ahli”. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ini tidak 
mengatur dan memberikan defenisi lebih rinci dari lembaga-lembaga alternatif 
tersebut, sebagaimana pengaturannya tentang arbitrase.
Olehnya itu, kehadiran PERMA no.1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban dan kelancaran 
dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. 
Hal ini dapat dilakukan dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses 
mediasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan. Mediasi mendapat kedudukan 
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penting dalam PERMA no.1 tahun 2008, karena proses mediasi merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan. Hakim wajib mengikuti 
prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi, bila hakim melanggar atau enggan 
menerapkan prosedur mediasi, maka putusan hakim tersebut batal demi hukum (Pasal 




A. Jenis Dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empirik dan normatif 
dengan metode pendekatan Yuridis Sosiologis (Sociologys Legal Research). Secara 
yuridis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai upaya perdamaian untuk mewujudkan 
peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Secara sosiologi dengan cara melihat 
kenyataan yang ada di lapangan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti 
dipandang dari sudut pandang penerapan hukum. 
2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini menempatkan lokasi dalam wilayah hukum Pengadilan Agama 
Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini, 
eksistensi Pengadilan Agama Sungguminasa dalam memberikan pelayanan hukum 
kepada masyarakat, keberadaannya juga sangat relevan dan bersesuaian dengan 
kebutuhan masyarakat Kabupaten Gowa yang penduduknya mayoritas beragama 
Islam. Selain itu, jumlah perkara yang diterima di Pengadilan Agama Sungguminasa 
setiap tahunnya mengalami peningkatan antara lain didalamnya termasuk perkara 
perceraian. Olehnya itu, dari penerimaan perkara tersebut perlu untuk diketahui 
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apakah upaya damai (mediasi) pada setiap pemeriksaan perkara telah optimal atau 
berhasil menyelasaikan perkara, terlebih lagi setelah berlakunya Peraturan Mahkamah 
Agung RI No.01 Tahun 2008 Tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
B. Metode  Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
yuridis sosiologis dimana penelitian dilakukan dengan meninjau masalah yang diteliti 
dari segi ilmu hukum dan dengan melihat serta mengaitkan dengan kenyataan yang 
ada di dalam implementasinya yang bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan atau 
peristiwa alamiah dalam praktek sehari-hari di masyarakat.
C. Metode Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, diperlukan data yang cukup sebagai bahan analisis, 
maka digunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer ialah 
data yang diperoleh melalui field research atau penelitian lapangan dengan cara 
interview yaitu kegiatan langsung ke lapangan dengan mengadakan wawancara dan 
tanya jawab pada informan penelitian untuk mempeoleh keterangan yang lebih jelas. 
Sedangkan data sekunder ialah data yang diperoleh melalui library research atau 
kepustakaan. Dengan ini, penulis berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan dari 
buku-buku dan peraturan perundangan-undangan serta publikasi lainnya.
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1. Jenis Data
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data kualitatif yaitu suatu jenis 
data yang mengkategorikan data secara tertulis untuk mendapatkan data yang lebih 
mendalam dan lebih bermakna.
2. Sumber Data
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan library research (kepustakaan) 
dan field research (penelitian lapangan).
3. Tekhnik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tekhnik pengumpulan data dengan 
wawancara, observasi dan dokumentasi.
a. Wawancara, yaitu penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang 
terkait langsung dengan masalah yang dibahas, dalam hal ini adalah hakim 
yang berkompoten pada Pengadilan Agama Sungguminasa, Kabupaten Gowa.
b. Observasi, yaitu suatu proses yang kompleks, yang tersusun dari berbagai 
proses biologis dan psikologis melalui pengamatan dengan panca indera.
c. Dokumentasi, yaitu penulis mengambil data dengan mengamati dokumen-
dokumen dan arsip-arsip yang terkait dengan penelitian ini.
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D. Metode Pengolahan dan Analisis Data
Dalam penulisan ini, penyusun menggunakan  sistem analisis data secara 
kualitatif dan kemudian dipaparkan secara deskriptif. Analisis data secara kualitatif 
yaitu analisis data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan hakim pada 
Pengadilan Agama Sunggguminasa untuk lebih mendapatkan gambaran nyata yang 
selanjutnya akan disajikan secara deskriptif mengenai mediasi sebagai salah satu 
penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan.
41
BAB IV
HASIL PENELTIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Peneltian
1. Sejarah
Pada mulanya Kabupaten Gowa adalah sebuah Kerajaan di Sulawesi Selatan 
yang turun temurun diperintah oleh seorang kepala pemerintah disebut “Somba” atau 
“Raja”. Beralihnya sistem pemerintahan Kabupaten Gowa menjadi Daerah TK.II 
didasari oleh terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan 
Daerah TK.II, Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, yang diperkuat Undang –
Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II di Sulawesi 
(Tambahan Lembaran Negara RI No. 1822). Kepala Daerah TK.II Gowa yang 
pertama “Andi Ijo Dg Mattawang Karaeng Lalowang “ yang juga disebut nama 
Sultan Muhammad Abdul Kadir Aididdin Tumenanga Rijongaya, dan merupakan 
Raja Gowa yang terakhir (Raja Gowa ke XXXVI).1
Somba sebagai Kepala pemerintah Kabupaten Gowa didampingi oleh seorang 
pejabat di bidang agama Islam yang disebut “kadi” (Qadli). Meskipun demikian tidak 
semua Somba yang pernah menjadi Raja Gowa didampingi oleh seorang Qadli, hanya 
ketika agama Islam mulai menyebar secara merata dianut oleh seluruh rakyat 
Kerajaan Gowa sampai ke pelosok-pelosok desa, yaitu sekitar tahun 1857 M. Qadli 
                                                          
1 www.pa-sungguminasa.go.id, (28 Februari 2016).
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pertama yang diangkat oleh Raja Gowa bernama Qadli Muhammad Iskin. Qadli pada 
waktu itu berfungsi sebagai penasehat kerajaan atau hakim agama yang bertugas 
memeriksa dan memutus perkara-perkara di bidang agama, demikian secara turun 
temurun mulai diperkirakan tahun 1857 sampai dengan Qadli yang keempat tahun 
1956.
Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 terbentuklah 
Kepala Jawatan Agama Kabupaten Gowa secara resmi , maka tugas dan wewenang 
Qadli secara otomatis diambil oleh Jawatan Agama. Jadi Qadli yang kelima, setelah 
tahun 1956, diangkat oleh Depertemen Agama RI sebagai Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Somba Opu (sekaligus oleh Qadli) yang tugasnya hanya sebagai do’a dan 
imam pada shalat I’ed
Berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966 tanggal 3 Desember 
1966, maka Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Sungguminasa secara resmi 
dibentuk dan menjalankan tugas-tugas peradilan sebagaimana yang ditentukan 
didalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957. Peresmian Pengadilan Agama 
/ Mahkamah Syariah Sungguminasa pada tanggal 29 Mei 1967. Sejak tanggal 29 Mei 
1967 tersebut dapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah 
K.H.Muh. Saleh Thaha (1967 s/d 1976) Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah 
Sungguminasa menjalankan kekuasaan kehakiman di bidang Agama membawahi 18 
Kecamatan yang terdiri dari 46 Kelurahan dan 123 Desa.
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2. Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sungguminasa
Kabupaten Gowa
Sehubungan dengan pembahasan dalam skripsi ini tentang mediasi, maka 
perlu juga bagi penulis untuk mencantumkan nama-nama hakim yang diangkat oleh 
Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menjadi mediator dalam 
melaksanakan proses mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa, 
berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor W20-
A18/16/Kp.07.6/SK/I/2015 tentang Penunjukan Hakim Mediator Pengadilan Agama 
Sungguminasa menetapkan, menunjuk yang namanya tercantum dibawah ini sebagai 
hakim mediator.
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NO. NAMA GOL/RUANG JABATAN PENDIDIKAN















































B. Pearanan Hakim Dalam Upaya Mediasi Di Pengadilan Agama Sungguminasa
Di Pengadilan Agama upaya mediasi adalah bagian dari upaya perdamaian. 
Olehnya itu, dalam mengefektifkan upaya mediasi tersebut, maka hadirlah suatu 
hukum acara yang dinamakan proses mediasi di pengadilan. Mediasi dimasukkan 
kedalam yudisial atau dalam ruang lingkup pengadilan yang artinya masuk kedalam 
hukum acara. 
Dalam menjawab permasalahan yang penulis angkat berkenaan dengan 
peranan hakim dalam upaya mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa. Penulis 
bermaksud untuk mengetahui solusi dan upaya hakim yang dapat dijadikan tolak ukur 
apakah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga sesuai
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dengan ketentuan syariat Islam. Hal ini dimaksudkan agar penyelesaian perkara 
perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa nantinya tidak 
berakhir dengan putusan perceraian. Meskipun perkara perceraian sudah terdaftar di 
pengadilan, namun hasil keputusan yang diharapkan adalah perdamaian kedua belah 
pihak, agar suami istri dapat kembali hidup bersama guna membina rumah tangga 
serta mendidik anak-anaknya bersama-sama.
Oleh karena itu, dalam mengetahui peranan hakim untuk mengupayakan 
perdamaian para pihak di pengadilan agama, apakah sudah sesuai dengan ketentuan 
yang berdasar pada Al-Quran dan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya 
dalam hal ini mediasi merupakan suatu upaya untuk mendamaikan para pihak dengan 
cara yang adil seperti yang telah disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 9 
dan 10 yang bunyinya sebagaimana penulis paparkan pada bab sebelumnya. Hakim 
juga wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi.2
Selanjutnya untuk mengetahui peranan hakim di Pengadilan Agama 
Sungguminasa Kabupaten Gowa akan lebih baik terlebih dahulu mengetahui apa 
yang menjadi tugas hakim sebagai mediator, bagaimana menjalankan fungsinya 
sebagai hakim dalam mediasi, seperti apa dan bagaimana hakim bertanggungjawab 
terhadap upaya mediasi yang dilakukannya. 
                                                          
2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur 
Mediasi Di Pengadilan Pasal 2 Ayat (2) 
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Tugas hakim sebagai mediator antara lain adalah mempersiapkan jadwal 
pertemuan, mendorong para pihak berperan langsung dalam proses mediasi, 
menyelanggarakan kaukus, mendorong para pihak melaksanakan perundingan 
berbasis kepentingan,3 membantu para pihak merumuskan kesepakatan perdamaian,4
menyatakan mediasi gagal dan tidak layak.5
Adapun fungsi hakim dalam mediasi adalah sebagai mediator yakni pihak 
netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai 
kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau 
memaksakan sebuah penyelesaian.6 Kemudian tanggungjawab hakim terhadap upaya 
mediasi adalah jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, mediator wajib 
membantu para pihak merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan 
ditandatangani oleh para pihak dan mediator.7 Mediator berkewajiban menyatakan 
mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukunya telah 
dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan 
mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri 
pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.8
                                                          
3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 01 Tahun 2008 tentang Prosedur 
Mediasi Di Pengadilan, Pasal 15 Ayat ((1), (2), (3) dan (4))
4 Pasal 17 Ayat (1) Perma No.1 Tahun 2008
5 Pasal 14 Perma No.1 Tahun 2008
6 Pasal 1 Ayat (6) Perma No.1 Tahun 2008
7 Pasal 17 Ayat (1) Perma No.1 Tahun 2008
8 Pasal 14 Ayat (1) Perma No.1 Tahun 2008
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Sehubungan dengan peranan hakim dalam upaya mediasi di Pengadilan 
Agama Sungguminasa, maka yang menjadi mediator di pengadilan agama tersebut 
hakim itu sendiri. Berdasarkan normatifnya mediator itu sebaiknya jangan hakim 
saja, tapi seseorang yang telah mengikuti pendidikan dan bersertifikat. Sertifikat tidak 
berlaku mutlak bagi hakim dalam keadaan sebagaimana dirumuskan bahwa “jika 
tidak ada mediator yang bersertifikat terdaftar di sebuah Pengadilan, maka hakim 
pemeriksa pokok perkara atau hakim bukan pemeriksa pokok perkara di lngkungan 
Pengadilan yang bersangkutan tetap berwenang menjalankan fungsi mediator 
meskipun ia tidak memiliki sertifikat mediator. Ketiadaan mediator bersertifikat tidak 
boleh menjadi alasan bagi Pengadilan untuk tidak melaksanakan mediasi.”9
Dengan demikian hakim Pengadilan Agama dalam proses mediasi sangat 
mengupayakan terwujudnya perdamaian kedua belah pihak, dan juga harus berusaha 
semaksimal mungkin agar suami istri yang berperkara bisa didamaikan. Dalam hal 
ini, ada berbagai macam metode pendekatan yang dilakukan oleh hakim mediator 
Pengadilan Agama Sungguminasa dalam upayanya memediasi para pihak yang akan 
bercerai, yang dapat dijelaskan sebagai berikut;
1. Pandangan dan nasehat Hakim
Hakim dapat memberikan pandangannya tentang perdamaian atau nasehatnya, 
bahkan saran-sarannya yang bersifat persuasif terhadap suami dan istri yang 
hendak bercerai. Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa meminta kepada 
                                                          
9 Pasal 5 Ayat (2) Perma No.1 Tahun 2008
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suami dan istri untuk datang sendiri ke persidangan, kemudian dinasehati agar 
mempertimbangkan kembali niatnya untuk bercerai.
2. Sentuhan Qalbu (Siraman Rohani) atau semacam ceramah
Dalam hal ini hakim berbagai ilmu yang dimilikinya untuk memberikan 
pencerahan kepada para pihak yang hendak bercerai, baik itu dari segi agama, 
maupun dari segi kehidupan yang memberikan isyarat bahwa perdamaian itu 
adalah hal yang bagus dan baik bagi keduanya. Dimana agama Islam 
mengajarkan untuk saling berdamai sesama muslim terlebih kepada suami 
istri. Dengan demikian menempuh jalan perdamaian adalah hal yang terpuji 
yang sangat disukai Allah. Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa 
membuka hati dan pikiran suami dan istri untuk berdamai, dalam 
mewujudkan keluarga sakinah yang didasarkan pada pemahaman dan 
pelaksanaan ajaran agama Islam secara benar dan baik.10
3. Bedah kasus 
Sebisa mungkin hakim memahami segala bentuk persoalannya dan juga 
mengerti kemauan suami istri tersebut sepeti apa, sehingga hakim Pengadilan 
Agama Sungguminasa dapat merumuskan segala jenis bentuk 
penyelesaiannya.
                                                          
10 Jaih Mubarok, Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia (Cet Pertama; Jakarta: 
Simbiosa Rekatama Media, November 2015), h. 23
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4. Kaukus 
Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa 
dihadiri oleh pihak yang lainnya.11 Namun kaukus yang dimaksud 
sebagaimana yang telah dijelaskan oleh hakim Pengadilan Agama 
Sungguminasa adalah pembicaraan antara hakim mediator terhadap salah satu 
pihak dan pihak lainnya menunggu diluar ruangan mediasi yang dilakukan 
secara bergantian.
Hakim selaku mediator yang memediasi perkara perceraian berupaya 
semaksimal mungkin untuk mewujudkan upaya perdamaian suami istri yang 
bersengketa, tetapi keputusan akhirnya dikembalikan kepada kedua belah pihak. Pada 
dasarnya hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa telah berusaha 
mengoptimalkan proses mediasi dengan cara berupaya semaksimal mungkin 
mewujudkan tercapainya perdamaian antara suami istri yang hendak bercerai. Hal ini 
bisa dilihat bahwa hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa juga 
telah menjalankan mediasi dengan tujuan yang sudah sesuai dengan aturan yakni 
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2008 tentang Proses 
Mediasi Di Pengadilan, yaitu mendamaikan atau merukunkan para pihak yang sedang 
bertikai untuk melakukan perceraian, namun jika hal tersebut sudah tidak bisa 
dilakukan minimal mengupayakan menghilangkan akibat-akibat yang bisa 
                                                          
11 Pasal 1 Butir 4 Perma No.1 Tahun 2008
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ditimbulkan dari perceraian, dalam artian mengupayakan meminimalisir kasus 
perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa tersebut.
Berdasarkan hal tersebut keberhasilan mediasi yang dapat dinilai oleh hakim 
Pengadilan Agama Sungguminasa sangat tergantung dari berbagai faktor, dan faktor 
itu pulalah yang dapat menyebabkan mediasi gagal, faktor itu antara lain adalah 
faktor yang sangat penting yakni dari perkara itu sendiri. Terkadang pihak yang 
mengajukan perkara itu betul-betul sudah tidak bisa lagi dilakukan adanya upaya 
damai, artinya sudah sangat parah sebelum perkaranya diajukan ke pengadilan, 
bahkan juga sudah dilakukan upaya damai dari keluarga, teman, dan tokoh 
masyarakat. Akhirnya ketika perkaranya masuk ke pengadilan tingkat rumitnya 
persoalan sudah sedemikian itu, sehingga tingkat keberhasilan dalam kategori 
berhasil dirukunkan itu minim.12
Akan tetapi ada sisi lain yang menurut penulis bahwa yang dimaksud dengan  
tingkat keberhasilan itu bukan hanya dengan merukunkan saja, karena sebenarnya 
bahwa ketika kasus perceraian diajukan ke pengadilan dapat diminimalisir dengan 
mengurangi, bahkan dapat menghilangkan ketegangan-ketegangan yang terjadi 
diantara keduanya. Oleh karena terkadang dalam kasus perceraian itu bukan hanya 
melibatkan para pihak saja, tapi juga melibatkan keluarga besar kedua belah pihak. 
Dengan memediasi dan upaya damai yang dilakukan sudah tidak lagi mampu untuk 
                                                          
12 Ahmad Nur. Hakim Mediator PA Sungguminasa Kabupaten Gowa, wawancara di PA 
Sungguminasa, 10 Februari 2016.
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merukunkan para pihak, maka setidaknya ketika terjadi perceraian, perceraian 
tersebut dapat dilakukan dengan cara yang baik, tidak menimbulkan permusuhan-
permusuhan, perselisihan tentang anak, perselisihan tentang harta dan harta bersama, 
dan lain sebagainya.
Faktor lain sebagaimana yang dijelaskan oleh hakim Pengadilan Agama 
Sungguminasa Kabupaten Gowa adalah jumlah hakim di pengadilan agama tersebut 
tidak sebanding dengan jumlah perkaranya. Perkara yang sangat banyak dan 
menumpuk, jasa untuk profesi hakim mediator yang ada hanya sedikit, selain itu juga 
mediator yang bersertifikat diluar hakim sampai sekarang belum ada.13
Selanjutnya faktor waktu untuk proses mediasi, karena syarat untuk menjadi 
mediator hakim tidak boleh memediasi diluar gedung Pengadilan Agama. Namun,
jika orang luar yang menjadi mediatornya boleh menyusun jadwal untuk pertemuan-
pertemuan mediasinya diluar gedung pengadilan, seperti; di rumah, di hotel, atau 
dimanapun para pihak menyepakatinya itu boleh,14 dan itu sangat terkait dengan 
efektif dan efesien. Relevan dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 
“Mediasi diselenggarakan di ruang mediasi di Pengadilan Tingkat Pertama atau 
Pengadilan Agama, tetapi dapat juga diselenggarakan diluar lingkungan pengadilan 
jika mediatornya bukan hakim. Jika mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan 
                                                          
13 Ahmad Nur. Hakim Mediator PA Sungguminasa Kabupaten Gowa, wawancara di PA 
Sungguminasa, 10 Februari 2016.
14 Ahmad Nur. Hakim Mediator PA Sungguminasa Kabupaten Gowa, wawancara di PA 
Sungguminasa, 10 Februari 2016.
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diluar pengadilan.” Hal itu merupakan langkah bahwa aturan itu merupakan kode etik 
untuk menjaga otonomi penegakan hukumnya agar tidak terpengaruh.
Berdasarkan analisis penulis bahwa peranan hakim dalam upaya mediasi di 
Pengadilan Agama Sungguminasa telah dilaksanakan dengan melakukan berbagai 
macam metode pendekatan, yakni dilakukan dengan mendengarkan kedua belah 
pihak, bukan hanya satu pihak saja. Dalam hal ini, hakim Pengadilan Agama 
Sungguminasa telah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan meminimalisir 
kasus perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa tersebut.
C. Pelaksanaan Mediasi Perceraian Yang Dilakukan Oleh Hakim Di Pengadilan 
Agama Sungguminasa
Sebagaimana telah dipaparkan pada bab sebelumnya bahwa mediasi atau 
perdamaian adalah instrument hukum acara yang harus dilakukan oleh hakim, baik 
sebelum pemeriksaan berkas gugatan atau permohonan maupun pada saat proses 
persidangan tengah berlangsung. Dalam hal ini, hakim berfungsi sebagai mediator, 
yaitu menyelesaikan sengketa dengan menengahi. Mediasi adalah proses dimana para 
pihak dengan bantuan hakim secara sistematis menyelesaikan persengketaan untuk 
mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi 
kepentingan dan kebutuhan para pihak yang berperkara.15
                                                          
15 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Cet I; Yogyakarta Liberty, 
1998, h. 83
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Mediasi dalam kaitannya dengan yudisial memiliki tiga model, yakni pertama
ada yang memang sudah mediasi diluar, namun menginginkan putusan atau 
penetapan untuk memperoleh kekuatan hukum agar pengadilan mengeluarkan akta 
perdamaian. Kedua yakni berperkara dalam proses mediasi sesuai dengan ketentuan 
beracara, ketiga proses beracara sudah berjalan namun ketika sementara proses 
beracara berlangsung menginginkan mediasi dilakukan kembali.16
Tahap pelaksanaan mediasi di pengadilan agama Sungguminasa Kabupaten 
Gowa sebagai berikut:
- Tahap Pra Mediasi yakni pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah 
pihak. Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim 
menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada 
para pihak dan mediator melaksanakan proses mediasi. Pada hari Sidang 
Pertama atau paling lama 2 hari berikutnya, hakim mediator menjelaskan 
prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa, kemudian para pihak 
memilih mediator dari daftar nama yang telah tersedia. Apabila dalam jangka 
waktu tersebut para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang 
dikehendaki maka ketua majelis hakim menunjuk hakim bukan pemeriksa 
pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator.
                                                          
16 Ahmad Nur. Hakim Mediator PA Sungguminasa Kabupaten Gowa, wawancara di PA 
Sungguminasa, 10 Februari 2016
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- Tahap proses mediasi berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan dari 
Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa mengenai lamanya 
proses mediasi, hakim serahkan kepada para pihak. Oleh karena terkadang ada 
pihak yang memang pada dasarnya tidak ingin dimediasi, tetapi tetap 
pengadilan mewajibkan untuk menempuh upaya proses mediasi. Dalam 
prosedur mediasi maksimal 40 hari, namun jika masih kurang masih dapat
ditambah 14 hari. Akan tetapi, jika melihat kondisi perkaranya yang sudah 
tidak memungkinkan mediasi dilakukan, maka mediasi dapat dilakukan 
dibawah dari 40 hari.17 Berdasarkan pernyataan tersebut, maka penulis dapat
menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan Agama 
Sungguminasa belum berjalan maksimal, belum efektif dan belum sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2008.
- Tahap akhir mediasi dimana kasus perceraian yang berakhir menghasilkan 
kesepakatan perdamaian maka wajib dirumuskan secara tertulis dan 
ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Jika mediasi diwakili oleh kuasa 
hukum maka para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atau 
kesepakatan yang dicapai. Para pihak wajib menghadap kembali kepada 
hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan 
kesepakatan perdamaian tersebut. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan 
perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk “Akta Perdamaian”.
                                                          
17 Ahmad Nur. Hakim Mediator PA Sungguminasa Kabupaten Gowa, wawancara di PA 
Sungguminasa, 10 Februari 2016
55
Apabila para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan 
dalam bentuk Akta perdamaian maka harus memuat klausula pencabutan 
gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai (Peraturan 
Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi). 
Pencabutan gugatan dapat dilakukan secara sepihak jika perkara belum 
diperiksa, tetapi jika perkara sudah diperiksa dan tergugat telah memberi jawabannya, 
maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari tergugat.18
Namun, jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, mediator wajib 
menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan 
kegagalan tersebut kepada hakim. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara hakim 
pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum 
pengucapan Putusan. Jika mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam 
proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan. 
(Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi). 
Ketentuan diatas mengidentifkasi bahwa dalam proses mediasi yang 
difasilitasi hakim yang juga bertindak selaku mediator para pihak yang sedang 
berperkara. Apabila kedua belah pihak, suami istri  telah mencapai kesepakatan untuk 
berdamai, maka tidak dibenarkan lagi mengajukan permohonan kembali berdasarkan 
                                                          
18 Elfrida R. Gulktom & Brigjend TNI Markoni, Praktik Hukum Acara Perdata (Jakarta: 
Mitra Wacana Media, 2014), h. 54
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alasan yang sama.19 Oleh karena itu, efektifitas pelaksanaan mediasi dapat membatasi 
gugatan kembali, hal ini dapat dipahami pula bahwa dengan mediasi mengurangi 
timbulnya gugatan baru lagi.
Berdasarkan hal tersebut diatas menunjukkan bahwa dengan adanya mediasi 
yang dilakukan oleh hakim, maka dapat mencegah setidaknya pada saat terjadi 
permasalahan yang dapat memicu timbulnya perceraian, artinya mediasi dalam hal ini 
juga efektif mencegah terjadinya perceraian.
Akan tetapi, juga sangat penting untuk mengetahui tanggapan para pihak 
tentang mediasi yang dilakukan oleh hakim. Dengan melihat banyaknya kasus di 
pengadilan tidak ada pihak pencari keadilan yang menyetujui adanya mediasi ini. 
Akan tetapi ada pihak melakukan mediasi hanya karena mediasi sudah menjadi 
kewajiban utama dalam proses peradilan. Oleh karenanya sebagian pihak pencari 
keadilan hanya sedikit yang mengikuti proses mediasi dengan sungguh-sungguh atau 
dengan tujuan untuk berdamai. Bahkan ada yang sama sekali tidak ingin 
melaksanakan proses mediasi. Namun oleh hakim tetap wajib mengikuti prosedur 
mediasi.
                                                          
19 Moh. Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata (Cetakan kedua; Jakarta:
Rineka Cipta, Mei 2009), h. 62
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Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan dua orang responden pihak 
pencari keadilan yakni:
a. Ibu Sadriani binti H. Yupa Dg. Ngero yang mengatakan mediasi betul-betul 
merupakan jalan penyelesaian perkara, karena sebelumnya ia menganggap 
akan lebih bahagia jika ia dan suaminya berpisah karena perceraian. Namun 
setelah melaksanakan proses mediasi ia dan suaminya menyadari pentingnya 
perdamaian dan saling memaafkan, selanjutnya mengajukan permohonan 
pencabutan perkara secara lisan.20 Dalam hal ini, mediasi yang dilakukan oleh 
hakim berhasil mencapai kesepakatan perdamaian. 
b. Berbeda halnya dengan pernyataan responden sebelumnya yang berbanding 
terbalik. Mainda binti Manji mengatakan bahwa mediasi hanya 
memperlambat proses beracara saja, yang sebenarnya bisa dilanjutkan pada 
sidang kedua, malah ditunda untuk melakukan proses mediasi yang 
dianggapnya hanya memakan waktu saja. Oleh karena ia sudah tidak 
berkeinginan lagi membinah rumah tangga dengan mantan suaminya 
terdahulu.21 Dalam hal ini, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan 
perdamaian melainkan putusan perceraian. 
                                                          
20 Sadriani binti H.Yupa Dg.Ngero, wawancara, (09 Maret 2016), di samata.
21 Maindah binti Manji, wawancara, (09 Maret 2016), di sidrap.
58
Ada banyak faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi, salah 
satunya seperti yang dijelaskan diatas bahwa keberhasilan mediasi juga tergantung 
dari para pihak. Adapun beberapa manfaat mediasi yang bisa diambil oleh para pihak 
yang sedang berperkara, antara lain:
1. Dengan mediasi dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, bahwa 
jika ada sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui hukum adat secara 
sosiologis, maka para pihak dapat menyelesaikannya melalui proses hukum 
formil di Pengadilan Agama. Hal ini perlu sebagai upaya meneggakan hukum 
materil, baik itu hukum pidana maupun perdata seperti kasus perceraian. 
Sebab jika kasus perceraian ini tidak ditangani oleh hakim secara bijaksana 
dan adil, bisa menimbulkan implikasi hukum yang lain. Seperti:
a. Status pemeliharaan anak (kalau ada),
b. Pembagian harta bersama,
c. Hubungan kekeluargaan antara suami istri, dan
d. Lain sebagainya yang mungkin bisa timbul setelah terjadi perceraian.
2. Dengan mediasi di pengadilan agama, suami istri yang sebelumnya 
hubungannya renggang karena berbagai faktor dan alasan, tetapi dengan 
berhasilnya hakim mendamaikan kedua belah pihak. Maka akan tercipta 
kembali hubungan suami istri yang harmonis, bahkan mungkin lebih mesra 
dibandingkan dengan yang sebelum terjadi gugatan perceraian. Di samping itu 
suami yang selama ini banyak melakukan tindakan kekerasan atas istrinya 
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dapat mengetahui kekeliruannya. Demikian juga sebaliknya, jika istri yang 
menjadi sumber permasalahan rumah tangga, maka dengan mediasi, masing-
masing pihak dapat melakukan introspeksi diri lalu memperbaiki kembali 
kesalahan yang lalu.
3. Dengan mediasi suami dan istri yang sudah berperkara di pengadilan agama 
dan hakim berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang dibuktikan dengan 
surat keterangan atau putusan hakim, jika dikemudian hari timbul lagi 
perselisihan, sesudah ada hasil mediasi sebelumnya, maka pihak suami atau 
istri enggan lagi mengajukan permohonan atau gugatan karena ada perasaan 
malu atas proses pengadilan, sehingga tidak jadi mengajukan perkara cerainya 
lagi. Hal ini merupakan sikap positif, agar setiap permasalahan hukum tidak 
selalu dibawa ke pengadilan untuk diselesaikan tetapi dapat diselesaikan 
sendiri.
Dari ketiga manfaat mediasi tersebut diatas, maka dapat dipahami mediasi
sebagai proses hukum acara di pengadilan, sedapat mungkin dilaksanakan oleh hakim 
secara bersungguh-sungguh. Dengan adanya mediasi yang dicapai oleh kedua belah 
pihak yang bersengketa melalui proses pengadilan, maka hakim dapat menetapkan 
putusan damai, dan putusan damai itu merupakan produk hukum yang dapat dirujuk 
kembali. Adapun manfaat perdamaian yang dilihat dar perspektif Pengadilan Agama, 
antara lain:
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1. Dengan mediasi yang dicapai oleh kedua belah pihak yang bersengketa, dan 
perselisihannya diakhiri dengan perdamaian, dalam arti proses hukum tidak 
berlanjut, gugatan permohonan dicabut dan tidak lagi terdaftar sebagai kasus 
yang harus disidangkan. Hal ini mendukung asas hukum cepat, sederhana dan 
biaya ringan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, bahwa 
sebaiknya setiap proses secara cepat, sederhana dan tidak mengeluarkan biaya 
banyak. Apabila demikian, maka dapat mengurangi beban pengadilan sebagai 
penegak keadilan. Dengan disepakatinya mediasi atas pihak yang bersengketa, 
lalu hakim atau pengadilan mengeluarkan ketepatan hukum sebagai akhir dari 
proses persengketaan, maka hal ini membantu pengadilan menjalankan tugas 
dan fungsinya, yakni mendamaikan dan mengakhiri persengketaan.
2. Dengan mediasi tertutup kemungkinan terjadi banding atau kasasi bagi pihak 
yang bersengketa. Keputusan perdamaian itu adalah sama nilai hukumnya 
dengan putusan lainnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 
Putusnya perkawinan atau perceraian juga karena putusan pengadilan adalah 
berakhirnya perkawinan yang didasarkan atas putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap.22 Hal ini dapat menunjukkan bahwa 
putusan mediasi yang dikeluarkan Pengadilan Agama telah tertutup 
kemungkinan terjadinya upaya banding dan kasasi.23 Ketentuan ini 
                                                          
22 H. Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, Perbandingan hukum perdata Comparative Cipil 
Law (Cet.1; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 168
23 H. Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Cet.IX; Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, 2002), h. 222
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mengandung arti bahwa putusan mediasi itu sejak ditetapkan oleh hakim 
menjadi putusan hukum atau produk hukum. Putusan itu tidak memiliki 
interpretasi hukum lagi dan langsung dapat dijalankan kapan dan dimana saja 
oleh pihak yang melakukan perdamaian itu. Dalam kaitan ini, maka 
Pengadilan Agama Tingkat Tinggi tidak lagi memproses kasus seperti ini 
karena dianggap telah selesai pada tingkat pengadilan pertama. Jika memang 
ada upaya banding atas putusan mediasi itu, maka upaya hukum yang bisa 
dilakukan adalah melakukan perlawanan terhadap putusan mediasi.
Menurut penulis, selain ideal putusan hakim juga harus memenuhi syarat 
yuridis sehingga dapat dikatakan sebagai putusan yang dapat dipertanggungjawabkan 
secara ilmiah. Hal ini berbeda dengan bentuk penyelesaian non litigasi. Putusan yang 
tidak memenuhi syarat yuridis akan hilang nilainnya sebagai putusan. Adapun 
komponen syarat yuridis  tersebut antara lain adalah:
a. Mempunyai dasar hukum, artinya harus disesuaikan dengan hukum materil 
(dasar putusan) dan hukum formil (hukum acara),
b. Memberi kepastian hukum, yaitu bahwa putusan tersebut tidak boleh 
meninggalkan rasa keadilan dan kemanfaatan. Artinya tidak terlalu 
mementingkan kepastian hukum yang malah akan berakibat mengorbankan 
rasa keadilan dan begitu juga sebaliknya, akan tetapi keduanya tetap harus 
seimbang,
c. Memberi perlindungan hukum dan menjadi hak asasi manusia
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Dengan mediasi, hakim menjalankan salah satu fungsi utamanya yakni 
mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa secara adil dan bijaksana berdasarkan 
kehendak bersama antara pihak yang berperkara. Oleh karena itu, pelaksanaan 
mediasi bagi Pengadilan Agama dapat menjadi sarana penegakan kebenaran dan 
keadilan.24
                                                          
24 Abdul Waris, Implementasi Islah dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan 





1. Dalam pelaksanaan mediasi, hakim Pengadilan Agama Sungguminasa 
Kabupaten Gowa telah berusaha mengoptimalkan proses mediasi dengan 
cara berupaya semaksimal mungkin mewujudkan tercapainya perdamaian 
antara suami istri yang hendak bercerai.
2. Namun dalam kenyataannya pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan 
Agama Sungguminasa belum berjalan maksimal, karena tidak ada 
ketetapan waktu yang dibutuhkan untuk proses mediasi yang relatif 
singkat, yaitu frekuensi proses mediasi. Dalam hal ini, pelaksanaan 
mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa belum efektif dan belum 
sesuai dengan apa yang diharapkan.
B. Implikasi Penelitian
Dalam pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan Agama sungguminasa 
disarankan kepada hakim dan mediator untuk lebih dioptimalkan agar 
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4. Surat jzin akan dlcabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apablla temyata
pemegang surat jzin ,inj tidal<: mentaati 'ketefltuan tersebut diatas.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
mengindahkan aici istiadat seIempat
2. PeneHtianudak menyimpang dan ilin yang diberikan
1. Sebe1um dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan
melapor kepaja BupatilWalikota Cq. Kepaia BappedalBalitbalgda, apabila
kegiatan dilaksanakan di KablKota
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